BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaporan SPT Masa PPN yang diperiksa sudah sesuai
dengan buku bank perusahaan. Semua nominal yang terdapat di SPT
Masa PPN sudah tercatat pada buku bank. Untuk penjualan yang
lebih dari Rp. 1.000.000.000, pembayarannya dua sampai tiga kali
dalam jangka waktu dua bulan karena customer dari perusahaan ini
selalu memesan tiap bulannya. Jadi, perusahaan tidak ‘khawatir’
akan kredit yang terlalu besar, sehingga customer dapat memesan
lagi pada bulan berikutnya. Pada SPT Masa PPN juga dapat dilihat
perusahaan tersebut mengalami kurang bayar atau lebih bayar.
Perusahaan yang dianalisis mengalami lebih bayar yang memilih
untuk restitusi pada akhir tahun.

Pemeriksaan ~ dokumen  untuk  keperluan  restitusi
membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan prosedur yang panjang.
Mulai dari KPP mengirim surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
hingga memeriksa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk
restitusi. KPP mengirimkan surat tersebut secara langsung karena
tahu PT. X lebih bayar. KPP mengetahui ini dari SPT PPN PT. X
yang menunjukan adanya lebih bayar dan permintaan PT. X untuk
merestitusi PPNnya.

Pada saat orang dari KPP datang dengan membawa surat

tugas, PT. X memberinya dokumen laporan keuangan perusahaan.
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Seminggu kemudian, KPP mengirim surat dan list dokumen yang
akan dipinjam. Dan dari sini, KAP mulai berkontribusi untuk
membantu menyiapkan dan memeriksa dokumen sebelum diserahkan
ke KPP.Kekurangan staf keuangan inilah yang membuat PT. X
meminta jasa KAP untuk menyiapkan dan memeriksa dokumennya
sebelum diserahkan ke KPP. Dokumen-dokumen yang disiapkan dan
dibutuhkan oleh kantor pajak antara lain buku kas, buku bank, surat
jalan, faktur penjualan, dan faktur pajak. Semua dokumen ini harus
saling berhubungan. Dan memang menunjukkan bahwa memang
benar terjadi lebih bayar atas pembayaran PPNnya.

Setelah semua dokumen siap, akan langsung diserahkan ke
KPP untuk segera diperiksa. Dan apabila ada dokumen yang kurang,
maka KPP akan mengirimkan surat beserta list dokumen yang
kurang tersebut. PT. X akan menyiapkan data yang diperlukan
tersebut. Setelah semua data diserahkan, PT. X harus menunggu
sekitar enam hingga tujuh bulan untuk mengetahui restitusi tersebut

diterima atau tidak.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya mengambil 3 (tiga) bulan SPT Masa
PPN dikarenakan Kketerbatasan waktu studi praktik Kkerja atau
magang. Tiga bulan SPT Masa PPN ini adalah pekerjaan yang
dilakukan penulis selama tiga bulan studi praktik kerja. Semua data
yang mendukung juga sesuai dengan bulan di SPT Masa PPN. Pada

saat menyiapkan dan memeriksa dokumen yang diperlukan, juga
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membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5 (lima) bulan
dikarenakan dokumen yang diberikan perusahaan ke KAP juga lama
dan tidak semua dokumen diberikan. Pada awalnya, perusahaan
hanya memberi dokumen yang kita perlukan pertama kali yaitu buku
kas dan faktur penjualan, sedangkan tim dari KAP terdiri dari 4
(empat) orang. Pemeriksaan terhadap buku kas dilakukan oleh 2
(dua) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya memeriksa faktur
penjualan. Perusahaan ini lama dalam memberikan dokumen ke KAP
dikarenakan staf keuangan di perusahaan tersebut terbatas yaitu
hanya 2 (dua) orang dan dua orang ini yang mencari dan

memberikan dokumen ke KAP.
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